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PENDAHULUAN
1.1 Latar Belakang

Teknologi informasi dan komunikasi telah berkembang diikuti dengan tingkat
kebutuhan informasi yang semakin tinggi. Semakin modern kehidupan yang
dijalani, maka semakin modern pula teknologi yang ada di masyarakat. Hal ini telah
banyak merubah perilaku masyarakat baik individu, komunitas/kelompok, maupun
organisasi.

Jika menyebut teknologi dan komunikasi tentu tidak bisa lepas dari internet.
Penggunaan internet pada teknologi informasi dan komunikasi tentu dapat
mendorong lahirnya inovasi-inovasi baru yang dapat mempermudah masyarakat,
salah satunya adalah media sosial.

Menurut Cahyono, 2016 dalam Novianti dkk (2020: 49) menjelaskan bahwa
media sosial adalah sebuah media online yang menggunakan internet dengan para
penggunanya dapat dengan mudah berinteraksi, berpartisipasi, berdiskusi dan
berbagi dengan menggunakan berbagai macam platform online yang tersedia.
Platform online yang sering digunakan ialah whatsapp, instagram, facebook dan
twitter.

Keberadaan media sosial tentu membawa pengaruh yang sangat besar di
lingkungan masyarakat tidak terkecuali instansi pemerintah. Media sosial memiliki
peranan yang penting dalam dunia pemerintahan, khususnya hubungan masyarakat
(humas). Hal ini juga diperjelas oleh Khan 2015, dalam Hastrida (2021: 153) bahwa

dalam penggunaannya media sosial sangat berpotensi untuk membangun kolaborasi



massal di berbagai tingkatan seperti, pemerintah ke pemerintah, pemerintah ke
masyarakat, pemerintah ke bisnis, pemerintah ke pegawai, dan masyarakat ke
pemerintah.

Dalam pengoptimalan pemanfaatan, dan penyebaran program kegiatan yang
dilaksanakan humas pemerintah ke masyarakat melalui media sosial, humas
pemerintah harus lebih dulu untuk mengoptimalkan tugas serta fungsi
kehumasannya agar dapat berjalan dengan baik. Hal ini telah diatur dalam Peraturan
Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi
Republik Indonesia No.30 Tahun 2011 Tentang Pedoman Umum Tata Kelola
Kehumasan di Lingkungan Instansi Pemerintah (Permenpan & RB No0.30 Tahun
2011) yang menjelaskan bahwa terdapat 4 tugas humas dan 4 fungsi humas.

Menurut Permenpan dan RB No.30 Tahun 2011, tugas humas pemerintah yaitu
1. Melaksanakan komunikasi timbal balik antara instansi pemerintah dan publik
untuk menciptakan saling pengertian dalam mencapai tujuan, demi manfaat
bersama, 2. Meningkatkan kelancaran arus informasi dan aksesibilitas publik, 3.
Meningkatkan koordinasi penyebarluasan informasi tentang kebijakan pemerintah,
4. Membangun citra dan reputasi positif.

Selanjutnya fungsi humas pemerintah yaitu 1. Membentuk, meningkatkan serta
memelihara citra dan reputasi positif instansi pemerintah dalam menyediakan
informasi terkait kebijakan, program dan kegiatan instansi, 2. Menciptakan
hubungan internal dan eksternal yang kondusif serta dinamis, 3. Menjadi

penghubung instansi pemerintah dengan publiknya, serta 4. Melaksanakan fungsi



manajemen komunikasi meliputi perencanaan, pelaksanaan, pengendalian dan
pemberi masukan dalam pengelolaan informasi.

Dalam pelaksanaan tugas dan fungsi kehumasan di daerah sangat tergantung
pada pengaturan yang dilakukan daerah itu sendiri, dalam hal ini Kabupaten/Kota
melalui Peraturan Kepala Daerah tentang kedudukan, susunan organisasi, fungsi,
serta tata kerja Sekretariat Daerah. Di salah satu Bagian Sekretariat Daerah selalu
ada Sub Bagian yang bertugas terkait dengan kegiatan-kegiatan lingkup kehumasan
(Pandiangan & Setyowati, 2022).

Andreas Pandiangan dan Abraham Wahyu Nugroho menjelaskan bahwa
terdapat 10 lingkup kehumasan, salah satunya adalah lingkup nomor dua yang
menjelaskan bahwa memberikan sosialisasi kepada elemen masyarakat merupakan
kegiatan yang masuk ke dalam hubungan kerja dan koordinasi antar lembaga
(Pandiangan & Nugroho, 2022: 15).

Hubungan kerja sama dan koordinasi antar lembaga di perangkat daerah salah
satunya Sekretariat Daerah bertujuan untuk memantau dan mengevaluasi
pelaksanaan kebijakan yang dilakukan daerah tersebut, serta membantu bupati
dalam penyusunan kebijakan terhadap pelaksanaan tugas serta fungsinya.

Berdasarkan penjelasan di atas, peneliti melakukan observasi terhadap 4
Sekretariat Daerah (Setda) kabupaten/kota yakni Setda Kabupaten Karanganyar,
Setda Kota Magelang, Setda Kabupaten Wonosobo dan Setda Kabupaten
Temanggung. Dari 4 objek tersebut akan dilakukan perbandingan antara
Permenpan dan RB No0.30 Tahun 2011 dengan Peraturan Bupati di masing-masing

daerah.



Berdasarkan hasil perbandingan dari peraturan bupati terkait tugas dan fungsi
humas di tiap daerah, dengan fungsi dan tugas humas pada Permenpan dan RB
No0.30 Tahun 2011 maka ditemukan seperti pada tabel 1.1 berikut ini:

Tabel 1. 1 Peraturan Kepala Daerah Tentang Tugas dan Fungsi Humas di
Lingkungan Sekretariat Daerah

No Kabupaten/Kota Peraturan Kepala Daerah Tugas  Fungsi
1. Kabupaten Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 4 dari4 2 dari 4
Karanganyar 92 Tahun 2019 Tentang Kedudukan,

Susunan Organisasi, Fungsi, Serta
Tata Kerja Sekretariat Daerah
(10/12/2019)
2. Kota Magelang Peraturan Walikota Magelang Nomor 2 dari4 O
72 Tahun 2019 Tentang Kedudukan,
Susunan Organisasi, Tugas dan
Fungsi, Serta Tata Kerja Sekretariat
Daerah dan staf Ahli Walikota (1

November 2019)
3.  Kabupaten Peraturan Bupati Wonosobo Nomor 4darid O
Wonosobo 40 Tahun 2020 Tentang Uraian Tugas
Sekretariat Daerah Wonosobo (27
Agustus 2020)
4.  Kabupaten Peraturan Bupati Temanggung 0 3 dari 4
Temanggung Nomor 11 Tahun 2021 Tentang

Tugas dan Fungsi Sekretariat Daerah
Kabupaten Temanggung
Sumber: Hasil Data Penelitian

Berdasarkan tabel 1.1 dapat disimpulkan bahwa peraturan Bupati dan Walikota
di tiap daerah dapat dijelaskan sebagai berikut; Kabupaten Karanganyar mengatur
tugas 4 dari 4 dan fungsi 2 dari 4, yang menjelaskan tentang protokol dan
komunikasi pemimpin, sedangkan Kota Magelang mengatur tugas 2 dari 4 dan
fungsi 0, menjelaskan tentang bagian protokol dan komunikasi pemimpin.

Selanjutnya Kabupaten Wonosobo mengatur tugas 4 dari 4 dan fungsi O,
menjelaskan tentang bagian protokol, komunikasi pemimpin dan dokumentasi
pemimpin dan yang terakhir Kabupaten Temanggung mengatur tugas 0 dan fungsi

3 dari 4, menjelaskan tentang Protokol dan Komunikasi Pimpinan dengan mengatur



Sub Bagian Protokol dan Dokumentasi Pimpinan dan Sub Bagian Komunikasi
Pimpinan.

Perbandingan ini dilakukan berdasarkan Permenpan dan RB No0.30 Tahun
2011, disesuaikan dengan Peraturan Bupati kabupaten/kota pada tiap-tiap daerah
yang bertujuan untuk mengetahui pelaksanaan tugas dan fungsi humas
kabupaten/kota di tiap daerah.

Perbandingan ini juga dilakukan ke Setda Kabupaten Temanggung
berdasarkan Permenpan dan RB No. 30 Tahun 2011, disesuaikan pula dengan
Peraturan Bupati Temanggung No. 11 Tahun 2021 Tentang Tugas dan Fungsi
Sekretariat Daerah Kabupaten Temanggung (Perbup Temanggung No.11 Tahun
2021). Kabupaten Temanggung ini dipilih untuk mengetahui pelaksanaan tugas dan
fungsi humasnya.

Pada penelitian ini, peneliti memilih Setda Kabupaten Temanggung karena
menurut Perbup Temanggung No.11 Tahun 2021 Setda Temanggung memiliki
fokus dalam memfasilitasi komunikasi pemimpin yaitu mengatur informasi
pimpinan daerah melalui website, media sosial, media massa, media luar ruangan,
agar terjalinnya hubungan yang baik dengan berbagai pihak terkait dengan juru
bicara pimpinan.

Sehingga berdasarkan penjelasan di atas dari ke-2 Sub Bagian Pelaksanaan
Fungsi humas di Setda Kabupaten Temanggung, peneliti fokus untuk meneliti pada
Sub Bagian Komunikasi Pimpinan dengan berfokus ke pemanfaatan media sosial

yang dilakukan humas Setda Kabupaten Temanggung.



Adaptasi penggunaan media sosial yang sangat tinggi oleh humas Setda
Kabupaten Temanggung dalam penggunaan, pemanfaatan dan penyebaran
informasi melalui media sosial seperti instagram, youtube, facebook dan twitter
menjadi ketertarikan peneliti untuk meneliti media sosial milik Setda Kabupaten
Temanggung. Mengikuti penjelasan di atas, berikut tabel 1.2 media sosial Setda

Kabupaten Temanggung.

Tabel 1. 2 Media Sosial Sekretariat Daerah Kabupaten Temanggung

Media Followers Following .
No sosial Neiga akug /pengikut  /mengikuti feaktifan
1. Youtube Pemkab 1.004 - Kurang aktif (rata-rata
Temanggung 3 unggahan setiap
bulan)

2. Instagram  @pemkabtmg 14.300 312 Aktif (2-5 unggahan
setiap hari)

3. Twitter @pemkabtmg 3.719 228 Kurang aktif (4
unggahan setiap
minggu)

4. Facebook  @pemkabtmg 4.067 5000 Aktif (2 unggahan
setiap hari)

Sumber: Hasil Data Penelitian

Berdasarkan tabel 1.2 terdapat 4 media sosial yang digunakan oleh Sekretariat
Daerah (Setda) Kabupaten Temanggung dalam pelaksanaan fungsi kehumasannya.
Tentu di setiap media sosial yang digunakan mempunyai keunggulan dan
kelemahannya. Namun dari ke-4 media sosial tersebut, peneliti tertarik untuk
meneliti media sosial instagram sebagai fokus utama penelitian ini. Hal ini
dikarenakan berdasarkan jumlah pengikut, keaktifan media sosial, serta
pemanfaatan media sosial instagram yang dilakukan oleh humas Setda Kabupaten
Temanggung. Maka berdasarkan hal tersebut dapat dijelaskan bahwa arah dari

penelitian ini ialah Bagaimana pelaksanaan fungsi humas pada bagian hubungan



masyarakat di Sekretariat Daerah (Setda) Kabupaten Temanggung di instagram

@pemkabtmg periode 1 Agustus- 30 September 2022.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang penelitian di atas, maka rumusan masalah yang
ingin diteliti adalah: “Pelaksanaan fungsi humas pada Bagian Protokol dan
Komunikasi Pimpinan Sekretariat Daerah Kabupaten Temanggung di instagram

@pemkabtmg periode 1 Agustus-30 September 2022”

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pelaksanaan fungsi humas
pada Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan Sekretariat Daerah Kabupaten

Temanggung di Instagram @pemkabtmg periode 1 Agustus- 30 September 2022.
1.4 Kegunaan Penelitian

Dalam pelaksanaan penelitian ini dapat memberikan manfaat dari segi:

a. Akademis yaitu dapat memberikan kontribusi positif dalam bidang Ilmu
Komunikasi khususnya di bidang kehumasan mengenai pelaksanaan fungsi
humas Sekretariat Daerah melalui media sosial instagram.

b. Praktis yaitu dapat memberikan masukan positif kepada dinas terkait, agar

dalam pelaksanaan tugas semakin baik lagi.



1.5 Lokasi dan Tatakala Penelitian

Penelitian ini dilakukan berdasarkan pengamatan di media sosial instagram
@pemkabtmg Sekretariat Daerah Kabupaten Temanggung. Penelitian ini dilakukan

dalam kurun waktu dari bulan Agustus- Oktober Tahun 2022.

1.6 Sistematika Penulisan

BAB 1 Pendahuluan berisi tentang penjelasan latar belakang, rumusan
masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, lokasi dan tatakala penelitian
dan sistematika penulisan.

BAB 2 Tinjauan Pustaka berisi tentang penjelasan teori yang relevan sesuai
dengan fokus penelitian yang akan diambil.

BAB 3 Metodologi Penelitian berisi tentang metode penelitian yang diambil
seperti menjelaskan rancangan penelitian, prosedur, teknik pengambilan sampel,
dan teknik analisis yang digunakan.

BAB 4 Hasil Penelitian dan Pembahasan berisi tentang penyajian data serta
hasil penelitian yang telah dilakukan.

BAB 5 Simpulan dan Saran berisi tentang hasil dari isi pertanyaan

pembahasan yang diuraikan secara singkat dan jelas.
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TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Penelitian Terdahulu

Pada bagian penelitian terdahulu, peneliti menggunakan 5 penelitian terdahulu

sebagai acuan penelitian ini:

Pertama, penelitian Oktri Permata Lani, dkk (2021) yang meneliti tentang
peranan humas pemerintahan (Government Public Relations) dalam menciptakan
reputasi pemerintahan yang baik. Humas sangat berperan dalam penyebaran
informasi suatu organisasi seperti keadaan, peraturan serta informasi-informasi
yang berkaitan dan diperlukan oleh pihak eksternal. Oleh karena itu humas
pemerintahan (Government Public Relations) sangat berperan penting untuk
membantu pemimpin dalam meningkatkan dan mempertahankan reputasi
instansinya. Metode penelitian yang digunakan menggunakan metode kualitatif
dengan menggunakan studi kepustakaan (library research). Teori yang digunakan
dalam penelitian ini adalah Cutlip & Centers yang berbicara mengenai konsep
fungsional humas. Focus permasalahan penelitian ini mengenai peranan humas
pemerintah  (government public relations) dalam menciptakan reputasi
pemerintahan yang baik di mata masyarakat, serta tujuan dan fungsi humas
pemerintah dalam menciptakan reputasi pemerintahan (Government Public

Relationship) yang baik di mata masyarakat (Lani & Handayani, 2021: 130-140).

Hasil penelitian ini menjelaskan bahwa fungsi humas dalam sebuah instansi

merupakan ujung tombak pembangun citra, pengembangan kepercayaan dan



pengelolaan krisis. Humas harus mengetahui setiap kebijakan yang sedang
diberlakukan di dalam sebuah organisasi, dengan kata lain bahwa humas bertujuan
menjembatani institusi dengan stakeholder baik luar maupun dalam. Setiap
kebijakan yang dilakukan harus dapat diimplementasikan dengan baik, dan sangat
membutuhkan dukungan dari publik. Langkah-langkah yang dilakukan untuk
meningkatkan SDM bagian humas yang digunakan sebagai landasan pokok
program Kerja humas yaitu research-listening (penelitian dan mendengarkan),
planning-decision (perencanaan dan mengambil keputusan), communication-action
(komunikasi dan pelaksanaan), evaluation (mengevaluasi). Tahap yang paling
sering diabaikan selama proses pelaksanaan adalah tahap penelitian, perencanaan
dan evaluasi, karena seluruh pekerjaan terlalu menekankan pada publikasi.
Sebaliknya jika program humas dirancang mengikuti tahap penelitian, perencanaan
dan evaluasi maka publisitas akan terlaksana secara otomatis. Karena proses kerja
humas berkesinambungan dalam bentuk spiral yang berlangsung secara terus

menerus (Lani & Handayani, 2021: 130-140).

Kedua, penelitian Suci Wahyuni Multi, dkk (2019) meneliti tentang fungsi
humas dalam menjalin hubungan di pemerintahan kota Bukittinggi. Penelitian ini
menggunakan metode kualitatif yang bersifat deskriptif. Teknik pengumpulan data
yang digunakan adalah observasi, wawancara dan studi dokumentasi. Humas
merupakan sebuah badan yang ada di instansi pemerintah yang sangat penting.
Setiap kegiatan yang dilaksanakan oleh instansi pemerintah sangat memerlukan
peranan humas, hal ini karena humas merupakan suatu badan sebagai

penyebarluasan ke tengah masyarakat terutama bagian jurnalistik. Permasalahan
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pada penelitian ini adalah sumber daya manusia (SDM) yang masih belum cukup
terutama di bagian jurnalistik. Selain itu humas pemerintah diharapkan dapat
membangun citra positif dan menjadi jembatan antara pemerintah dan masyarakat

dalam rangka penyebaran informasi (Multi dkk., 2019: 96-105).

Hasil dari penelitian ini didapatkan bahwa fungsi humas pemerintah harus
dapat menjalin komunikasi yang baik antara atasan dan bawahan serta sesama
karyawan, fungsi humas yang kedua dapat menjalin kerja sama dengan media dan
wartawan. Humas pemerintah harus memiliki pertimbangan dalam memilih media
yang akan digunakan dalam penyebaran informasi, pertimbangan tersebut seperti
media cetak, media online dan media elektronik. Fungsi humas selanjutnya dapat
melakukan publisitas, dalam penyebaran informasi, humas harus dapat memilih

pihak atau sasaran yang dituju (Multi dkk., 2019: 96-105).

Ketiga, penelitian Evi Novianti, dkk (2020) meneliti tentang pemanfaatan
media sosial dalam penyebaran informasi program pemerintah (studi kasus
sekretariat daerah kabupaten pangandaran). Media sosial merupakan media online
yang para penggunanya dapat dengan mudah berinteraksi, berpartisipasi, berbagi,
berdiskusi, berkolaborasi dengan berbagai jenis platform seperti youtube, facebook,
whatsapp, instagram dan lain-lain. Kebutuhan informasi terjadi karena adanya
kesenjangan pengetahuan yang dimiliki, sehingga untuk memenuhi kekurangan
tersebut diperlukan sebuah jawaban atas adanya suatu permasalahan. Penelitian ini
menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan studi kasus.

Sedangkan Teknik pengumpulan data dilakukan dengan wawancara, studi literatur
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dan studi dokumentasi. Teknik analisis data yang digunakan menggunakan

reduction, data display dan conclusion (Novianti dkk., 2020: 48-59).

Hasil dari penelitian ini menyebutkan bahwa informasi dapat dikatakan
berkualitas apabila memiliki ciri yang relevansi, akurasi, ketepatan waktu dan
kelengkapan. Untuk memenuhi pemenuhan akan informasi yang bersifat kognitif,
pihak eksternal maupun internal dari Setda Kabupaten Pangandaran akan
memanfaatkan whatsapp group, instagram, facebook dan youtube sebagai
pemenuhan kesenjangan pengetahuan yang dimiliki. Meskipun masing-masing
media memiliki keunggulan dan kelemahan masing-masing, namun instagram
merupakan media yang paling popular dalam menjalankan fungsinya, karena
banyaknya jumlah pengikut serta respon pada kolom komentar dan aktivitas
unggahan yang menyebabkan media ini sangat popular antara pegawai internal,

eksternal hingga public (Novianti dkk., 2020: 48-59).

Keempat, penelitian Trias Yulvia Widyaranti, dkk (2020) meneliti tentang
pengolaan media sosial untuk mendukung aktivitas humas pemerintahan kota
Surakarta. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan
pendekatan deskriptif kualitatif. Teknik pengumpulan data menggunakan
wawancara, observasi dan dokumentasi. Terdapat beberapa permasalahan yang
ditemukan bahwa dalam perencanaan media sosial diantara kurang matang
sehingga dapat mempengaruhi bagaimana pengelolaan media keseluruhan.
Permasalahan ini diperkuat karena tidak adanya SOP yang menjelaskan bagaimana
pengelolaan media sosial di organisasi tersebut. Selain itu hambatan lainnya karena

kurangnya sumber daya manusia (SDM) dalam pengelolaan media sosial dan
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proses peliputan kegiatan yang dilakukan pemimpin (Widyaranti, H. Sawiji, 2020:

108-117)

Hasil dari penelitian bahwa pengelolaan media sosial merupakan salah satu
kegiatan yang sangat mendukung aktivitas humas pemerintah kota Surakarta.
Beberapa proses pengelolaan media yang dijalankan oleh humas dan protokol
pemerintah kota Surakarta adalah perencanaan media sosial, pengorganisasian
media sosial, pelaksanaan pengelolaan media, pemantauan dan evaluasi
pengelolaan media sosial. Perencanaan media sosial dilakukan untuk membagi
informasi yang akan dibagikan untuk melakukan pengumpulan data kebutuhan
masing-masing dari media sosial. Pada tahap ini hal yang dilakukan adalah
menentukan sasaran dan menentukan konten di setiap unggahan media sosial.
Pengorganisasian kegiatan media sosial dilakukan berdasarkan agenda dari
pemimpin dan berdasarkan undangan dari instansi yang lain. Proses pemantauan
dan evaluasi yang dilakukan humas pemerintah kota Surakarta sebagai evaluasi
pencapaian yang telah dihasilkan dari pengelolaan media sosial. Dalam proses
pemantauan dan evaluasi tim humas pemerintah kota Surakarta melakukan review
mengenai capaian-capaian yang telah dihasilkan pada media sosialnya. Kendala
dalam pengelolaan media sosial humas pemerintah kota Surakarta yaitu kurangnya
SDM dalam mengelola akun media sosial dan kurangnya waktu untuk membalas
pesan yang dikirim oleh masyarakat. Solusi yang dilakukan untuk mengatasi
kendala tersebut yaitu perekrutan pegawai baru seperti menerima mahasiswa
magang, serta memberikan respon kepada masyarakat sesuai dengan urgensi pesan

yang diterima (Widyaranti, H. Sawiji, 2020: 108-117)
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